DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin, Saru. 2014. Hukum Perbatasan Darat Antar Negara. Jakarta: Sinar
Grafika.

Asshiddigie, Jimly. 2011. Pengantar IImu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada.

Busroh, Abu Daud. 2010. IImu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2005. Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia.
Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.

Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi
Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lee, Everett S. 1976.Suatu Teori Migrasi. Yogyakarta:Lembaga
Kependudukan UGM.

Sihombing, Sihar.2013.Hukum Keimigrasian dalam Hukum
Indonesia.Bandung: Nuansa Aulia.

Slavenas, Eric. 2014. Introduction to Annex 9 ICAO SARP’s on Treveller
Identification and Borders Control, Madrid, Spain.

Starke, J.G. 2000.Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh.
Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, Valina Singka. 2008.Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan
Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2014. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika.

Santoso, M. Iman. 2004.Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi
dan Ketahanan Nasional.Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Mulia, T.S.G., dan K.A.H. Hidding. 2011. Ensiklopedia Indonesia, Jilid II.
Bandung: Bandung’s Gravenhage.

Mulyanto, Felix Hadi dan Endar Sugiarto. 1997. Pabean, Imigrasi dan
Karantina. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rasjidi, Lili. 2001.Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung : Remadja
Roskadarya.

120



Sjahriful, Abdullah (James). 1993.Memperkenalkan Hukum Keimigrasian.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Staf Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1991. Ensiklopedia Nasional
Indonesia, Edisi 7. Jakarta: Delta Pamungkas.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:Ul Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surakhmad, Winarno. 1978. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Tarsito.

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2011. Buku
Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011. Semarang: Universitas
Diponegoro.

Tim Pusat Bahasa. 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat,
Jakarta: Pusat Bahasa.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2012. Prosedur Tetap Imigrasi UU
Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Yustisia.

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar
Grafika.

Wijayanti, Herlin. 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian.
Malang: Banyumedia Publishing.

Jurnal dan Makalah:
Arifin, Sam. 2011. “Migrasi Penduduk dan Implikasinya Terhadap Hankam di

Wilayah Perbatasan KalBar-Serawak,Malaysia”. Masalah-Masalah
Hukum, Volume 40 No. 2.

Respationo, H.M.Soeryo. 2013.  “Penyelenggara  Pemerintah  Yang
Bersih”.Masalah-Masalah Hukum VVolume 42 No. 1.

Susetyorini, Peni. 2010. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar
Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia”.Masalah-Masalah Hukum
VVolume 39 No. 1.

121



Internet:

http://www.imigrasi.go.id/. Diakses pada 01 Agustus 2017.

http://www.pemalang.imigrasi.go.id/. Diakses pada 01 Agustus 2017.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pra Amandemen).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca
Amandemen).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur
Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan
Berakhirnya lzin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban
Memiliki Izin Tinggal.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.14. PR.07.04 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.
PR.07.04 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas
| Khusus.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03. PR.07.04 Tahun 1991 tentang
Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I dan Kelas 11.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03.0T.01.01 Tahun 2011
tentang Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I11.

Keputusan Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor  M.05.Pr.07.04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor
Imigrasi Bukit Tinggi,Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya,
Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar,
Serang dan Gorontalo.

122


http://www.imigrasi.go.id/
http://www.pemalang.imigrasi.go.id/

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1370.GR.01.11 Tahun 2014
tentang Pemberlakuan Pemberian Perpanjangan lzin Tinggal Tetap untuk
Jangka Waktu Tidak Terbatas dan Personalisasi KITAS maupun KITAP.

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1119.GR.01.09 Tahun 2014
tentang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan.

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1118.GR.01.11 Tahun 2014
tentang Pemberian Izin Masuk Kembali.

Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1360.GR.01.01 Tahun 2014
tentang Penghentian Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk
WNI di Kantor Imigrasi, dan lain-lain.

Surat Edaran Ditjen IMIL.1.UM.01.01-2583 Tahun 2017 tentang
Peningkatan Pelayanan Penerbitan Paspor.

123



